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ABSTRAK

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
INDONESIA (LAPSPI)

Oleh:
YUSUF WAHYU WIBOWO

Beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan dari Bl ke OJK
telah menyebabkan transformasi yang menyeluruh dan sistematis di dalam sistem
pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk
didalamnya ialah memberikan perlindungan hukum kepada nasabah bank.
Otoritas Jasa keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 01/POJK.07/2014 yang mana mengamanatkan untuk dibentuk Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di setiap sektor jasa keuangan.
Berdasarkan hal tersebut asosiasi dibidang perbankan mendirikan Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang resmi
beroperasi pada awal tahun 2016. Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian
sengketa perbankan melalui LAPSPI. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini
adalah peryaratan penyelesaian sengketa di LAPSPI, bentuk-bentuk penyelesaian
sengketa di LAPSPI, dan prosedur penyelesaian sengketa di LAPSPI.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Data
yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan
cara pemeriksaan data, Kklasifikasi data dan sistematisasi data yang dianalisis
secara kualitatif,

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa sengketa yang dapat
diselesaikan melalui LAPSPI haruslah berupa sengketa perdata yang timbul di
antara para pihak terkait dengan perbankan. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa
perbankan melalui LAPSPI berupa Mediasi, Ajudikasi, dan Arbitrase. Prosedur
penyelesaian sengketa melalui LAPSPI dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara.
Pertama, para pihak dapat memilih Mediasi sebagai awal penyelesaian sengketa,
hasil Mediasi ini berupa Kesepakatan Perdamaian yang dapat dikuatkan ke dalam
bentuk Akta Perdamaian untuk dapat dilaksanakan. Apabila Mediasi tidak



Yusuf Wahyu Wibowo

berhasil, para pihak dapat melanjutkannya dengan Ajudikasi. Putusan Ajudikasi
ini bersifat final dan mengikat para pihak apabila pemohon menerima putusan
ajudikasi secara keseluruhan dan dalam hal ini maka putusan ajudikasi sudah
dapat dilaksanakan. Kedua, para pihak dapat memilih Arbitrase sebagai
penyelesaian sengketa yang pertama dan terakhir. Putusan Arbitrase harus terlebih
dahulu didaftarkan di pengadilan negeri untuk dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perbankan, LAPSPI.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan memiliki peran strategis dalam kegiatan pembangunan khususnya di
dalam sistem keuangan nasional. Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi
yaitu lembaga yang menghubungkan masyarakat yang mengalami kelebihan dana
(surplus of fund) dengan masyarakat yang mengalami kekurangan dana (lack of

fund).

Usaha bank dijalankan dengan cara pemberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran, penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan
penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain transaksi
penyimpanan dan peminjaman dana, dapat pula berbentuk lain misalnya jasa

transfer dana, inkaso, maupun safe deposit.

Interaksi yang sedemikian intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan
nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dapat menimbulkan peluang

terjadi friksi atau pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat dan apabila



tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa. Dalam hal ini, nasabah
senantiasa berada pada posisi yang lemah di hadapan bank. Lemahnya posisi
nasabah banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek atau faktor. Posisi nasabah yang
lemah itu berpengaruh terhadap perilaku konsumen, baik secara langsung maupun
tak langsung, yang pada akhirnya akan menyadarkan kita bahwa kepentingan dan

hak-hak konsumen perlu diberikan perlindungan hukum.*

Perlindungan terhadap nasabah yang dirugikan menjadi sangat berpengaruh
terhadap industri perbankan. Nasabah menjadi kreditur sekaligus debitur atau
dengan kata lain nasabah adalah satu-satunya konsumen produk perbankan.?
Dalam hubungannya dengan nasabah, bank mengandung risiko reputasi®, hal ini
dikarenakan bisnis perbankan sangat berkaitan dengan kepercayaan. Apabila
masyarakat percaya pada suatu bank, maka mereka akan merasa aman menjadi
nasabah bank yang bersangkutan, sebaliknya ketidakpercayaan masyarakat akan
sangat berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis sebuah bank.* Dalam hal ini
bank harus merespon dan menyelesaikan setiap keluhan dan pengaduan yang
diajukan nasabah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang
dilakukan nasabah melalui bank tersebut. Apabila bank tidak dapat menyelesaikan

pengaduan yang diajukan nasabah atau tidak tercapai kata sepakat, nasabah dan

Wahyu Sasongko. Ketentuan -Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.
Penerbit UNILA, Bandarlampung, 2007, him. 12.

2Departemen Hukum dan HAM RI, Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Perubahan
Undang-Undang Perbankan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Jakarta, 2007, hIm. 16.

SRisiko Reputasi (Reputation Risk) adalah salah satu jenis risiko bank yang disebabkan
adanya publikasi negatif yang terkaitan dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap
bank.

“Herliana, “Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Mediasi dalam Penyelesaian
Sengketa Perbankan”. Mimbar Hukum, 1 Februari 2010, him. 141.



bank dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui

pengadilan.

Bagi masyarakat yang menjalani kesibukannya bekerja tentu akan direpotkan oleh
suatu acara yang bersifat mutlak seperti hukum acara formal di pengadilan. Salah
satu solusi ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena bagi masyarakat
tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui proses acara
di pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang
terjadi dengan cara perdamaian.® Dengan segala macam kemudahan yang

ditawarkan, metode ini dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dikenal dengan alternatif
penyelesaian sengketa sebenarnya bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat
Indonesia, hanya saja pengaturannya yang baru beberapa dekade ini dimasukkan

ke dalam undang-undang.®

Bank Indonesia (Bl) sebagai bank sentral berperan penting dalam usaha
melindungi dan menjamin kepentingan nasabah terhadap kerugian yang
diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian bank. Peran ini dijalankan oleh Bl
melalui Peraturan Bl (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Lembaga Mediasi

Perbankan dimana Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa lembaga mediasi

SLihat penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

®Karena pada dasarnya lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga
perdamaian yang sudah dikenal sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Masyarakat
Indonesia yang sebagian besar tinggal di pedesaan dan lebih mengenal hukum adatnya, apabila
menghadapi beda pendapat atau sengketa, pada umumnya penyelesaiannya dengan cara
melakukan pertemuan, kemudian perundingan dan mencari kesepakatan. Apabila menemui jalan
buntu, biasanya minta bantuan kepada pihak ketiga seperti kepala suku, kepala adat, atau kepala
desa setempat. Pihak ketiga yang meminta bantuannya tidak mengadili, tetapi memberi nasihat
atau jalan keluar sebaik-baiknya.



perbankan independen dibentuk selambat-lambatnya pada 31 Desember 2007.

Lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabahnya.

Pembentukan lembaga mediasi perbankan memberi nilai positif dalam rangka
penegakan hukum. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa berperkara di
pengadilan, khususnya dalam perkara perdata, membutuhkan waktu yang lama.
Namun demikian, sampai akhir tahun 2008 lembaga mediasi independen belum
juga terbentuk. Bl kemudian mengeluarkan PBI No. 10/1/PBI/2008 yang
menghapus ketentuan Pasal 3 ayat (2) PBI No. 8/5/PBI/2006 dan sebagai

konsekuensinya maka Bl berfungsi sebagai pelaksana mediasi perbankan.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (UU OJK), yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011.
Pengaturan dan pengawasan perbankan yang semula berada pada Bl sebagai bank
sentral dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), begitu pula dengan fungsi
pelaksana mediasi perbankan yang semula berada pada Bl dialihkan pada OJK.
OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,
yang mempunyai fungsi, tugas atau wewenang pengaturan, pengawasan,

pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa salah satu tugas OJK adalah
memberikan perlindungan kepada konsumen dan/atau masyarakat. Dalam rangka
memberikan perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK
(POJK) No0.1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan. POJK dimaksud menerapkan prinsip

keseimbangan yaitu antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan secara



berkesinambungan dan secara bersama memberikan perlindungan kepada

konsumen dan/atau masyarakat sebagai nasabah.

POJK tersebut mengandung 3 (tiga) aspek utama, yaitu peningkatan transparansi
dan pengungkapan manfaat, risiko serta biaya atas produk dan/ atau layanan
Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), tanggung jawab PUJK untuk melakukan
penilaian kesesuaian produk dan/atau layanan dengan risiko yang dihadapi oleh
konsumen keuangan, prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen
keuangan untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk

dan/ atau layanan PUJK.

Untuk penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan PUJK di luar
pengadilan maka OJK telah menerbitkan POJK No. 01/POJK.07/2014 tanggal 16
Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor
jasa keuangan. Dengan diberlakukannya POJK No0.1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 01/POJK.07/2014
tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa
keuangan, maka PBI No. 8/5/PBI/2006 jo. PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang

perubahan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan tidak diberlakukan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam POJK No.1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli
2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No.
01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di
sektor jasa keuangan, dalam rangka upaya perlindungan dan pemberdayaan
nasabah diwujudkan dengan keberadaan infrastruktur untuk menangani dan

menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Maka pada tanggal 28



April 2015, asosiasi di bidang perbankan, yakni Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Asosiasi Bank
Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo),
Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (Perbina), dan Perhimpunan
Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mendirikan Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang resmi beroperasi
pada awal tahun 2016. Lembaga tersebut berfungsi untuk menyelesaikan sengketa

perbankan.

Berdasarkan latar belakang, dengan adanya lembaga baru tersebut, menarik sekali
untuk menganalisis penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif
penyelesaian sengketa. dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul
“Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)”.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja persyaratan penyelesaian sengketa perbankan melalui Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)?

2. Apa saja bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan melalui
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia

(LAPSPI)?

3. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa perbankan melalui Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)?



C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah
dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi

yang ditujukan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis persyaratan penyelesaian sengketa
perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan
Indonesia (LAPSPI).

2. Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penyelesaian sengketa
perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan
Indonesia (LAPSPI).

3. Mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian sengketa perbankan
melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
(LAPSPI).

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran
dalam upaya pengembangan keilmuan dengan disiplin ilmu di bidang hukum
keperdataan ekonomi khususnya dalam lingkup hukum perbankan terutama

tentang alternatif penyelesaian sengketa perbankan.



2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis merupakan kegunaan yang secara langsung dapat bermanfaat

bagi penulis:

(@). Memperluas wawasan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang hukum
perbankan yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa
perbankan di Indonesia.

(b). Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan
kajian bagi yang memerlukan untuk memperluas pengetahuannya
mengenai alternatif penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia.

(c). Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas

Hukum Universitas Lampung.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sengketa Perbankan.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja, antara individu dengan individu, individu
dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Hal ini terjadi dikarenakan
saat melakukan hubungan dengan maunusia lainnya, kepentingan pihak yang satu
dengan pihak lainnya dapat bertentangan sehingga menimbulkan perselisihan.
Dalam keadaan tersebut, diharapkan manusia dapat menjaga dan memelihara
perilaku serta timbullah ketertiban dalam kehidupan bersama itu. Namun apabila
tingkah laku manusia tidak terpelihara dengan baik, maka akan menimbulkan

konflik atau sengketa dalam hubungan tersebut.

Banyak istilah yang mungkin bisa menggambarkan sengketa (dispute), seperti:
konflik, debat, gugatan, keberatan, kontroversi, perselisihan, dan lain-lain.}
Walaupun demikian, kata tersebut mempunyai arti tersendiri dan berbeda-beda,
penggunaannya tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Istilah sengketa telah

menjadi istilah baku dalam praktek hukum.

Sengketa dapat digambarkan sebagai suatu situasi dimana ada pihak yang merasa
dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan ini menyampaikan

ketidakpuasannya itu kepada pihak kedua, dan apabila pihak kedua tidak

!Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2000, him. 16.
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menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan
pendapat di antara mereka, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan

sengketa.?

Menurut Rachmadi Usman, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau
lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak
milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.® Akan tetapi dalam
konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa
adalah perselisihan yang terjadi di antara para pihak karena adanya pelanggaran
terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian
maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain, telah terjadi wanprestasi oleh pihak-
pihak atau salah satu pihak. Wanprestasi dapat terjadi dalam hal debitur:*

1) Jika sama sekali tidak memenuhi prestasi;

2) Tidak tunai memenuhi prestasi;

3) Terlambat memenuhi prestasi;

4) Keliru memenuhi prestasi.

Lingkup sengketa dalam perbankan meliputi sengketa perbankan yang timbul dari
transaksi keuangan, yaitu:
1). Penghimpunan dana, meliputi giro, tabungan, deposito, antar bank dan
lainnya;

2). Penyaluran dana, meliputi kredit atau pembiayaan, antar bank dan lainnya;

2Suyud Margono, ADR & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2000, him. 34.

SRachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2013, him. 3.

“Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1995.
him. 228.
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3). Sistem pembayaran, meliputi ATM atau kartu kredit, kartu debit, kartu pra
bayar, direct debit standing, instruction, travelers cheque, kliring®,
RTGS?®, electronic banking, remittance’ dan lainnya;

4). Produk kerjasama, meliputi bancaassurance?®, reksa dana, dan lainnya;

Produk lainnya seperti bank garansi, trade finance, derifatif, wealth

management®, safe deposit'® dan lainnya.

Berikut adalah contoh kasus sengketa perbankan antara Bank ABC dan Nasabah

X:

Kasus Posisi

Nama Bank : Bank ABC
Pihak Nasabah : Nasabah X

Nominal Sengketa : Rp. 285. 000.000

SKliring adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang
dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar
penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman.

®Real-Time Gross Settlement, adalah proses transfer yang realtime. Waktu itu juga bisa
langsung sampai kepada penerima.

"Remittance Adalah transfer atau pengiriman uang dalam bentuk valuta asing baik
penerimaan (incoming) maupun pengiriman (out going) dan Demand Draft dari dan ke luar negeri
maupun dalam negeri.

8Bancassurance adalah aktivitas pemasaran produk asuransi oleh bank, dimana aktivitas
pemasaran ini dilandasi dengan kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi. Pelayanan
Bancassurance ini untuk melayanai kebutuhan nasabah dan memberikan solusi yang menyeluruh
kepada nasabah bank serta untuk melakukan proteksi terhadap risiko bank.

Wealth management pada dasarnya merupakan jasa pengelolaan keuangan dan
kekayaan, tidak terbatas dalam hal melakukan investasi, namun termasuk mengurus segala sesuatu
yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pribadi. Dapat dikatakan bahwa wealth management
adalah bertindak sebagai manager keuangan pribadi

195afe Deposit merupakan fasilitas pengaman barang berharga yang disediakan oleh suatu
bank untuk kepentingan nasabahnya, hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-
sama.
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Deskripsi kejadian:

Tuan X merupakan nasabah prioritas bank ABC semenjak tahun 1990. Pada
tanggal 9 November 2015, Tuan X melakukan pembayaran kabelvision.
Selanjutnya pada tanggal 12 November 2015, Tuan X melakukan cetak buku
tabungan dan baru menyadari bahwa terdapat penarikan dana pada rekeningnya
dengan total nilai 285 juta rupiah sehingga langsung melaporkan masalah ini ke
Bank ABC.
Pada tanggal 28 November 2015, diadakan pertemuan antara Tuan X dan Bank
ABC. Dalam pertemuan tersebut Bank ABC menjelaskan bahwa transaksi
merupakan transaksi yang sah. Berdasarkan hasil investigasi Bank ABC, Tuan X
meninggalkan mesin ATM dalam keaadan masih aktif kemudian dimanfaatkan
oleh orang berikutnya yang telah mengetahui PIN ATM milik Tuan X dengan
cara melihat/memerhatikan pada saat Tuan X melakukan transaksi. Transaksi
senilai Rp. 285. 000.000 tersebut terdiri dari:
a. Transfer ke rekening Bank ABC a.n. Y sebesar Rp. 50.000.000 (masih
dalam limit transfer kartu platinum), dengan alamat fiktif.
b. Transfer ke rekening Bank ABC a.n Z sebesar Rp. 25.000.000 (masih
dalam limit transfer kartu platinum), dengan alamat fiktif.
c. Transfer ke rekening Bank KLM sebesar Rp. 10.000.000 (masih dalam
limit transfer kartu platinum), atas rekening dimaksud, Bank ABC tidak
dapat melakukan identifikasi dikarenakan adanya ketentuan mengenai

kerahasiaan data nasabah.



13

d. Pembayaran kartu kredit Bank ABC a.n. Q sebesar Rp. 200.000.000
(untuk pembayaran kartu kredit tidak ada pembatasan nilai transaksi),

dimana pemegang kartu saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Tuan X sebagai pemegang kartu ATM Platinum dapat melakukan transfer melalui
ATM sebesar Rp. 75.000.000 per hari sehingga merasa keberatan dengan adanya
transaksi yang dapat melebihi batas maksimal tersebut. Seluruh transaksi transfer
melalui ATM dari rekening Tuan X menurut catatan Bank ABC mencapai Rp.
85.000.000. Selain itu, Tuan X juga mengeluhkan minimnya pengamanan lokasi
ATM vyang terbuka di area parkir motor dan tidak disertai CCTV, tanpa petugas
pengamanan yang secara khusus ditugaskan mengawasi ATM dan lingkungan

sekitarnya.

Contoh sengketa tersebut merupakan sengketa perbankan mengenai kartu kredit
yang mana pihak nasabah merasa dirugikan akibat kelalaian dari pihak bank
karena adanya transaksi yang dapat melebihi batas maksimum kartu kredit dan

ironisnya transaksi tersebut tidak dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan.

B. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari
campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan.
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Tujuan dibentuknya OJK atas kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu:**

1). Dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
2). Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan
dan stabil

3). Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK
melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
di sektor perbankan, sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 2

1. Latar Belakang Pembentukan OJK

Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawas
yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap
seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung
jawab terhadap kegitan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga
keuangan non-bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap
pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin
besarnya pengaturan pengawasannya, maka perlu adanya suatu alternatif untuk
menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya
dalam satu atap. sehingga semua pengawas bias bertukar informasi dengan

mudah. Jika fungsi ini dapat terwujud, niscaya kasus Bank Century dapat

11Booklet Perbankan Indonesia, Maret 2014, him. 4.
2|bid.
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dihindarkan.*®* Hal ini mengingat dari tujuan pengaturan dan pengawasan
perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga
aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan
baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor
risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial maupun sumber daya

manusia.l*

2. Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bl ke
OJK.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang
terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan
OJK yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan
terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan

akuntabel.

Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana
Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari
badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan-kementerian keuangan ke

OJK.

13K ekisruhan kasus Bank Century antara lain akibat terputusnya informasi tentang produk
keuangan berupa Reksa Dana Antaboga yang diterbitkan pemilik bank tersebut. Saat itu, Bank
Indonesia menganggap Antaboga sudah diawasi Bapepan-LK karena merupakan produk reksa
dana. Adapun, Bapepam-LK juga tidak mengetahui keberadaan Antaboga karena produk ini dijual
di lingkungan bank.

4Hermansyah., Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana, Jakarta, 2011, him.
175-176.
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Sejak 31 Desember 2013 fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bl ke OJK. Pengaturan
dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan
pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan
microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup
pengawasan dan pengaturan macroprudential yang meliputi kebijakan umum
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemantapan neraca pembayaran,
perluasan lapangan kerja, kestabilan moneter, dan upaya pemerataan pendapatan
dan kesempatan usaha merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka
pengawasan dan pengaturan macroprudential, OJK berkoordinasi dengan BI.
Adapun aspek hukum peralihan pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut

adalah:

(@). Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia 2004 vyaitu bahwa tugas
mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa
keuangan yang independen, dibentuk dengan undang-undang, dan akan
dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

(b). Pasal 2 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011 bahwa “Dengan
undang-undang ini dibentuk OJK, OJK adalah lembaga yang independen
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan
pihak lain, kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang
ini”.

(c). Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011 bahwa “Otoritas

Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap



(d).

(e).

(f).
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kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian,
dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya”.
Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang OJK bahwa sejak tanggal 31 Desember
2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan
jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.
Penandatangan Naskah Keputusan Bersama antara Bank Indonesia dan
Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 Oktober 2013 perihal “kerjasama
koordinasi rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) fungsi, tugas dan
wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dari Bank

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan beberapa uraian-uraian tersebut, maka akibat hukum terhadap Bank

Indonesia adalah gugurnya hak dan kewajiban Bank Indonesia sebagai lembaga

pengawasan bank karena suatu keadaan hukum baru yang telah diatur/ditentukan

oleh hukum (undang-undang).

3. Tugas dan Wewenang OJK dalam Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat

Berdasarkan Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan

pengawasan terhadap:

1). Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

2). Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

3). Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
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Berkaitan dengan perlindungan Konsumen dan masyarakat, Pasal 20 UU OJK
menyebutkan bahwa OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian
Konsumen dan masyarakat, OJK dapat melakukan pelayanan pengaduan
Konsumen yang meliputi:
1). Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan
Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
2). Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di
Lembaga Jasa Keuangan; dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan
Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (1) UU OJK menyebutkan bahwa OJK
berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

1). Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa
Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan
Lembaga Jasa Keuangan dimaksud,;

2). Mengajukan gugatan:

1) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang
dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di
bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud
maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik;
dan/atau

2) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan

kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai
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akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor

jasa keuangan.

C. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan

Setiap terjadi sengketa, berbagai cara dapat digunakan untuk menyelesaikannya.
Bahkan, saat ini marak adanya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan

kekerasan sebagai penyelesaian sengketa.

Masyarakat memandang bahwa dengan melakukan kekerasan, sengketa yang
terjadi akan dapat diselesaikan. Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan
tidak akan pernah dapat diselesaikan karena masing-masing pihak akan berusaha

untuk membalas kekalahan kepada pihak lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengeluarkan POJK No.
01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di
Sektor Jasa Keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan
konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan
menumbuhkan kesadaran Lembaga Jasa Keuangan sehingga mampu

meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan
kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan pengaduan serta
fasilitasi penyelesaian Sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan

masyarakat pengguna jasa keuangan.
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Penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 (dua)
tahapan yaitu penyelesaian pengaduan internal dispute resolution dan external

dispute resolution.

1. Internal Dispute Resolution

Internal Dispute Resolution adalah penyelesaian pengaduan nasabah yang
dilakukan oleh bank. POJK N0.1/2013 mewajibkan setiap bank untuk memiliki
unit yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan
menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen tanpa dipungut bayaran.
Kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) yang menentukan “Pelaku
Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan
dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen”. Pengaduan adalah penyampaian
ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau
potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan
atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh
konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan

dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan.

Setelah menerima pengaduan nasabah, bank wajib melakukan pemeriksaan
internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif, melakukan analisis
untuk memastikan kebenaran pengaduan, dan menyampaikan pernyataan maaf
dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan/atau
layanan jika pengaduan nasabah benar. Sengketa baru muncul apabila tidak
berhasilnya proses pengaduan nasabah ini. Pasal 1 angka 13 POJK

No0.1/POJK.07/2014 memberikan definisi mengenai sengketa yaitu perselisihan
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antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan
dana oleh konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan
pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses

penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa keuangan.

Berdasarkan PBI No. 7/2005, pengaduan tersebut dapat dilakukan baik secara
tertulis maupun secara lisan, pada setiap kantor bank terlepas dari apakah kantor
bank tersebut merupakan kantor bank tempat konsumen membuka rekening
dan/atau melakukan transaksi keuangan. Atas pengaduan yang dilakukan secara
lisan, bank wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu dua hari kerja terhitung
sejak tanggal pencatatan pengaduan. Apabila diperkirakan memerlukan waktu
lebih lama, maka petugas unit penanganan dan penyelesaian pengaduan pada
kantor bank pengaduan lisan tersebut disampaikan meminta konsumen untuk

mengajukan pengaduan secara tertulis.

Setelah menerima pengaduan tertulis dari nasabah, bank wajib menyelesaikan
pengaduan terkait paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal penerimaan
pengaduan tertulis oleh bank, dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama
20 hari kerja lagi dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu tersebut seperti:
pengaduan tertulis disampaikan pada kantor bank yang berbeda dengan kantor
bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan sehingga terdapat kendala
komunikasi di antara kedua kantor bank tersebut; transaksi keuangan yang
diadukan konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen- dokumen

bank; atau terdapat hal-hal lain di luar kendali bank.
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Penyelesaian pengaduan konsumen sesuai dengan SEBI No0.1/2014 dapat berupa
pernyataan maaf atau ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi diberikan untuk
kerugian yang bersifat material, dengan ketentuan, di antaranya:
(@). Konsumen telah memenuhi kewajibannya;
(b). Terdapat ketidaksesuaian antara produk dan/atau layanan bank yang
diterima dengan yang diperjanjikan;
(c). Pengaduan diajukan paling lama 30 hari sejak diketahuinya produk
dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
(d). Kerugian berdampak langsung pada Konsumen. Ganti rugi yang

ditetapkan maksimum sebesar nilai kerugian konsumen.

Penyelesaian sengketa perbankan oleh bank bertujuan untuk memaksa seluruh
bank agar bersedia dan peduli dalam menyelesaikan seluruh sengketa yang terjadi
dengan nasabah kecil, dengan maksud memberikan pelayanan sehingga dapat

berpotensi meningkatkan reputasi pelayanan sebuah bank menjadi lebih baik.

2. External Dispute Resolution

External Dispute Resolution adalah penyelesaian Sengketa melalui lembaga
peradilan atau lembaga di luar peradilan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh
melalui dua acara, yaitu:

a. Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang
dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat
dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk

menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan. Penyelesaian sengketa
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melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-
prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk

menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama.®®

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak yang
bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya.
Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang

menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.*®

b. Non Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang
dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas
suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui

berbagai cara, yaitu:

(1) Mediasi

Penyelesaian sengketa dibidang perbankan ketika pihak yang bersengketa sepakat
untuk menyelesaikan sengketa salah satunya melalui mediasi perbankan. Mediasi
pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki
keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif. Kedudukan dari pihak ketiga
tersebut netral!’ dan tidak memihak kepada salah satu pihak, masuk dan

melibatkan diri kedalam sengketa yang sedang berlangsung guna membantu dan

15Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi,
Mediasi, Ajudikasi, & Arbitrase, Visimedia, Jakarta, 2011, him. 9-10.

Nurnaningsih Amriani. Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.,2011,hIm. 35.

pengertian “netral” tersebut lebih difokuskan pada proses penyelenggaraan yang
seimbang/tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak semata-mata karena kapasitas
pribadinya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak.
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memfasilitasi para pihak dalam menyelesaiakan sengketa itu secara damai, pihak

ketiga tersebut diasa disebut dengan istilah mediator.'®

Selain untuk menyelesaikan sengketa, mediasi juga bertujuan untuk menjaga
hubungan baik yang telah ada di antara para pihak, sehingga jika terjadi sengketa
saat ini hubungan baik dapat dijaga berkesinambungan. Mediasi Perbankan yang
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No0.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi

Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/1/PB1/2008.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Mediasi Perbankan mengatur bahwa
sebelum dibawa ke lembaga mediasi perbankan, setiap sengketa antara nasabah
dengan bank harus diselesaikan lebih dulu secara internal oleh bank yang
bersangkutan. Jika penyelesaian tersebut tidak memperoleh kata sepakat, nasabah

dapat membawa masalah tersebut ke lembaga mediasi perbankan Bank Indonesia.

Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
maka dibentuk lembaga pengawas pada jasa keuangan melalui Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011, maka terjadi
transformasi yang menyeluruh dan sistematis didalam sistem pengaturan dan
pengawasan didalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Hal ini berdasarkan
ketentuan peralihan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang OJK yang menentukan

bahwa “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan

18D.Y. Witanto. Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan
Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan. Alfabet, Bandung, 2011. him. 87
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dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Peransuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan ke OJK”

Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang OJK menentukan bahwa: “Sejak tanggal 31
Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK”.

Dengan demikian, seluruh kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan termasuk
mediasi perbankan ada didalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Sebenarnya
OJK tidak menggunakan kata mediasi, melainkan menggunakan Kkata
memfasilitasi. Sedangkan pengertian memfasilitasi terdapat pada Pasal 42 POJK
No 1/POJK.07/2013 yang menentukan bahwa “pemberian fasilitas penyelesaian
pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaiman dimaksud
dalam Pasal 41 merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha
Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam

rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian”.

Jika pengaduan konsumen tidak dapat diselesaikan oleh bank, maka nasabah
dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui fasilitas OJK. Berdasarkan
SEBI No. 8/2006 jo. POJK No0.1/2013 sengketa yang dapat diajukan
penyelesaiannya melalui OJK adalah sengketa keperdataan dengan nilai sengketa
yang diajukan maksimum sebesar Rp 500.000.000. Jumlah maksimum nilai
sengketa sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat berupa nilai kumulatif dari

kerugian finansial yang telah terjadi pada nasabah.
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Kerugian immateriil, antara lain karena pencemaran nama baik dan perbuatan

tidak menyenangkan, tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan nilai sengketa.

Selain itu, sengketa yang diajukan untuk penyelesaian melalui OJK juga harus:

().

(b).

©).

Tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga

arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi;

Belum pernah difasilitasi oleh OJK; dan

Diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat

hasil penyelesaian pengaduan disampaikan oleh bank kepada konsumen.

Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan secara tertulis dengan mengisi

formulir pengajuan penyelesaian sengketa dengan menyertakan dokumen berupa:

(@).

(b).

©).

(d).

(e).

Fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan yang diberikan bank kepada

nasabah;

Fotokopi identitas nasabah yang masih berlaku;

Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai yang cukup bahwa
sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan
keputusan dari lembaga Arbitrase, peradilan atau lembaga Mediasi
perbankan lainnya dan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan

yang difasilitasi oleh OJK;

Fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan sengketa yang

diajukan;

Fotokopi surat kuasa, dalam hal pengajuan penyelesaian sengketa

dikuasakan.
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Selanjutnya pihak OJK memeriksa dokumen tersebut dan mencari fakta-fakta
dengan memanggil pihak pelapor. Kemudian OJK menentukan apakah sengketa
tersebut telah memenuhi syarat dan layak untuk difasilitasi oleh OJK. Jika
memenuhi syarat, maka OJK akan menunjuk fasilitator yang merupakan petugas
OJK dibidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Direktorat Pelayanan
Konsumen OJK. Setelah itu konsumen dan bank wajib menandatangani perjanjian
fasilitasi yang pada pokoknya menyatakan nasabah dan bank telah sepakat untuk
memilih penyelesaian sengketa difasilitasi oleh OJK dan akan tunduk dan patuh

pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh OJK.

Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan, proses pelaksanaan fasilitasi oleh OJK paling
lama 30 hari kerja sejak penandatanganan perjanjian fasilitasi, dan dapat
diperpanjang sampai dengan 30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan
nasabah dan bank. Kesepakatan hasil dari proses fasilitasi oleh OJK dituangkan
dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani nasabah dan bank.
Berdasarkan SEBI No0.8/2006 kesepakatan perdamaian bersifat final dan
mengikat, artinya sengketa yang telah diselesaikan tidak dapat diajukan untuk
proses fasilitasi ulang di OJK dan berlaku sebagai undang- undang bagi nasabah

dan bank.

Berdasarkan Pasal 11 POJK POJK No. 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan, pemberian
fasilitasi penyelesaian sengketa oleh OJK ini hanya dapat dilakukan jika LAPS di
sektor jasa keuangan yang dimaksud belum terbentuk. Namun saat ini, LAPS

yang khusus dibidang perbankan telah terbentuk dengan nama Lembaga Alternatif
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Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Mengenai penyelesaian

sengketa perbankan melalui LAPSPI akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini.

(2) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa “Arbiter (wasit) adalah cara
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.”

Arbitrase merupakan lembaga volunter yang diplih dan ditunjuk berdasarkan
kesepakatan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian persengketaan
yang timbul di antara mereka diputus oleh seorang atau beberapa orang arbiter
yang akan bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak. Namun, meskipun
yang bertindak menyelesaikan persengketaan terdiri dari arbiter yang dipilih dan
ditunjuk para pihak, putusan yang dijatuhkan bersifat final dan binding (tingkat

terakhir dan mengikat) kepada mereka.®

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa menyatakan definisi mengenai lembaga arbitrase yaitu
suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan
putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan
pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal

belum timbul sengketa.

Keinginan para pihak untuk menggunakan arbitrase sebagai cara untuk

menyelesaikan sengketa, harus dicantumkan secara tegas dalam kesepakatan yang

%M. Yahya Harahap. Arbitrase. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, him. 83.
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telah disetujui oleh para pihak. Persyaratan utama yang harus dilakukan oleh para
pihak untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang
mungkin terjadi ataupun telah terjadi adalah adanya kesepakatan di antara para
pihak terlebih dahulu yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para

pihak.2°

Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan bersifat terbatas.
Dalam arti, hanya dapat dipergunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni
dibidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri,
yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dan manusia yang
lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Begitupula kekhususan untuk
sengketa perbankan, tidak semua bentuk ADR dapat digunakan dalam

menyelesaikan sengketa perbankan.
D. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang melakukan
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, tidak semua LAPS dapat
menangani sengketa pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan POJK No.
07/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya
LAPS yang dimuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang

ditetapkan oleh OJK yang dapat menangani sengketa pada sektor jasa keuangan.

Ppasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
menyatakan bahwa: “Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat
antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase
yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang
meungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau
melalui alternatif penyelesaian sengketa”.
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Lembaga alternatif penyelesian sengketa yang dimuat dalam daftar lembaga
aalternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK adalah lembaga
alternatif penyelesaian sengketa yang didirikan oleh lembaga jasa keuangan yang
dikoordinasikan oleh asosiasi dan/ atau lembaga yang menjalankan fungsi self-
regulatory organization dan mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling

kurang berupa mediasi, ajudikasi, dan arbitrase.

Berikut ini merupakan lembaga-lembaga yang telah termuat dalam daftar lembaga
alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK dapat dilihat pada

Tabel 1;

No. Nama LAPS Alamat Sektor

Gedung Menara
Duta Lt.7, Wing A

1 Badan MedlaSI da}n Arbitrase JI. HR. Rasuna Said | Perasuransian
Asuransi Indonesia (BMAI) Kav. B-9

Jakarta 12910

Gedung Bursa Efek
Indonesia,

: Tower | Lantai 28
Badan Arbitrase Pasar Modal .
2 |Indonesia (BAPMI) Suite 2805 Pasar Modal

JI. Jend. Sudirman
Kav. 52-53

Jakarta 12190

Gedung Arthaloka
Badan Mediasi Dana Pensiun Lantal 16 )
3. (BMDP) Dana Pensiun
JI. Jend. Sudirman
Kav. 2 Jakarta
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Griya Perbanas Lt.1

Lembaga Alternatif Penyelesaian 31. Perbanas, Karet

4. Sengketa Perbankan Indonesia Kuninaan Perbankan
(LAPSPI) g
Setiabudi, Jakarta
Gedung Jamkrindo
JI. Angkasa Blok B-
Badan Arbitrase dan Mediasi 9 Kav. 6
5. Perusahaan Penjaminan Indonesia Penjaminan
(BAMPPI) Kota Baru Bandar

Kemayoran

Jakarta Pusat

Kota Kasablanka
Tower A

Badan Mediasi Pembiayaan dan . . Pembiayaan dan
Pergadaian Indonesia (BMPPI) Lantai 7 Unit D Pergadaian

JI. Kasablanka Kav.
88, Jakarta

Tabel 1. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016

Setiap lembaga jasa keuangan wajib menjadi anggota pada 1 (satu) Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan kegiatan usaha
utamanya.?! Dilihat dari daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang
ditetapkan oleh OJK tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hal sengketa
perbankan, maka nasabah dan bank dapat menyselesaikannya di Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

21l embaga Jasa Keuangan (LJK) menjadi anggota LAPS di sektor jasa keuangan agar
LAPS terjamin kelangsungan kegiatannya, mengingat anggota LAPS menjadi satu dari sejumlah
sumber pendanaan bagi LAPS tersebut. Selain itu, dengan menjadi anggota LAPS akan tumbuh
kepercayaan LJK terhadap LAPS, sehingga apabila terjadi sengketa antara LJK dengan konsumen,
LJK akan lebih memilih LAPS yang telah didirikannya daripada menyelesaikan sengketa melalui
lembaga lain.
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Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengeta Perbankan Indonesia
(LAPSPI) tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam penyelesaian pengaduan
konsumen oleh lembaga perbankan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara
konsumen dengan lembaga perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yang ditangani oleh
orang-orang yang memahami dunia perbankan dan mampu menyelesaikan

sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Asosiasi
dibidang Perbankan, yakni Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda),
Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Perhimpunan Bank-Bank
Internasional Indonesia (Perbina), dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat
Indonesia (Perbarindo), telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama
tertanggal 5 Mei 2015 untuk membentuk lembaga alternatif penyelesaian
sengketa, yang kemudian diberi nama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Perbankan Indonesia (LAPSPI). Pendirian LAPSPI mempunyai maksud dan

tujuan sebagai berikut:

1). Memenuhi  kebutuhan masyarakat untuk tersedianya mekanisme
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibidang jasa keuangan sektor
Perbankan baik konvensional maupun syariah yang cepat, murah, adil dan
efisien.

2). Mewujudkan koordinasi dan kerjasama di antara perkumpulan atau asosiasi

di sektor Perbankan dalam penyelesaian sengketa dengan tetap
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memperhatikan  karakteristik permasalahan dengan mengedepankan

independensi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, LAPSPI menjamin dan
menjunjung tinggi integritas, kemandirian dan imparsialitas para mediator,

ajudikator, arbiternya, sebagaimana yang diatur dalam kode etik LAPSPI.

E. Kerangka Pikir

Nasabah Bank

Tidak Sepakat

| |

Pengadilan LAPSPI
Persyaratan Bentuk-Bentuk Prosedur
Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian

Interaksi antara nasabah dan bank kadangkala terjadi perselisihan yang apabila
tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa. Saat terjadi sengketa
yang disebabkan oleh adanya kerugian nasabah yang timbul dari transaksi

keuangan dan diduga karena kesalahan atau kelalaian bank, maka nasabah dapat
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mengajukan pengaduan kepada bank dan bank wajib melayani dan menyelesaikan
adanya pengaduan nasabah, dengan kata lain sengketa tersebut wajib diselesaikan
terlebih dahulu oleh nasabah dan bank. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan,
nasabah dan bank dapat melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan atau di

luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam
Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui LAPSPI sebagai lembaga
alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan yang terdaftar dalam daftar
LAPS yang ditetapkan OJK. Akan tetapi, tidak semua sengketa dapat diselesaikan
melalui LAPSPI yang dalam hal ini harus memenuhi persyaratan penyelesaian
LAPSPI dan dengan segala kemudahan yang ditawarkan LAPSPI, nasabah dan
bank dapat memilih bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang disepakati dan
bersedia mengikuti prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan LAPSPI.



I11.  METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan
menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta
hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.*

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.?

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif yang
mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi,
perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan
umum, dan pasal demi pasal.® Penelitian hukum normatif berfokus pada
inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf sinkronisasi,

perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sehingga penelitian ini dapat

1Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Ul-Press,
Jakarta, 2008 him 43.

?|bid.

SAbdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, him. 102.
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menghasilkan bagaimana penyelesaian sengketa perbankan melalui Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Penelitian ini
akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup
dan materi mengenai Mediasi, Ajudikasi, dan Arbitrase berdasarkan ketentuan-

ketentuan LAPSPI.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu
penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran
(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan
pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum
tertentu yang terjadi dalam mayarakat.* Penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis mengenai Mediasi,
Ajudikasi, dan Arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa perbankan

melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan (LAPSPI).

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah
melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif-terapan
yang menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum yang
dalam ruang lingkup hukum penyelesaian sengketa dan hukum perbankan. Selain
menggunakan data dari buku-buku, penelitian ini menggunakan pendekatan
normatif analitis subtansi hukum (approach of legal content analysis). Melalui

pendekatan tersebut, berusaha dipaparkan secara lengkap, rinci, dan jelas

#1bid, him. 112.
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mengenai beberapa aspek yang diteliti sebagai akibat terbentuknya Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) atas dasar
ketentuan OJK dengan peraturan pelaksana terkait dengan penyelesaian sengketa

perbankan.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan
data kepustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data
yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai
sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder vyaitu
pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-
undangan, yurisprudensi, buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.
Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas dan juga mengikat. Bahan yang bersumber dari ketentuan
perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan

dalam penelitian ini bersumber dari:

(@). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa

(b). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.

(c). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.



(d).

(e).

(f).

(9).

(h).
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI1/2006 tentang Mediasi
Perbankan.

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan
Indonesia No. 07/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur
Mediasi

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan
Indonesia No. 08/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur
Ajudikasi

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan
Indonesia No. 09/LAPSPI-PER/2015 tentang Peraturan dan Prosedur

Arbitrase.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu

hukum khususnya mengenai hukum penyelesaian sengketa dan hukum perbankan,

bahan kuliah, jurnal hukum, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan

penelitian atau masalah yang akan dibahas.
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3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan yang
memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, misalnya dari artikel koran dan media internet.

E. Metode Pengumpulan Data
Data yang telah terkumpul, diolah melalui cara pengolahan data dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara
membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-
buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah alternatif penyelesaian
sengketa perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang akan dibahas.

2. Studi dokumen, dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai
hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh
pihak tertentu.

F. Metode Pengolahan Data
Data yang diperoleh kemudian diolah. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh

adalah dari studi pustaka kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data
Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi kembali data yang diperoleh dari berbagai
kepustakaan yang ada, Hal ini dilakukan untuk mengetahui data yang terkumpul

sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang diteliti.
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2. Kilasifikasi Data
Klasifikasi data yaitu menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi Data
Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan

berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif,
kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu
dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran
gambaran yang jelas untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan mengenai
penyelesaian sengketa alternatif dalam sengketa perbankan melalui Lembaga

Alternatif Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan maka penulis menarik kesimpulan dari

penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui LAPSPI haruslah memenuhi kriteria
persyaratan yaitu: Pertama, sengketa yang diajukan haruslah sengketa
perdata yang timbul di antara para pihak terkait dengan perbankan. Kedua,
terdapat kesepahaman di antara para pihak yang bersengketa bahwa
sengketa akan diselesaikan melalui LAPSPI dibuktikan dengan perjanjian,
baik itu perjanjian Mediasi, Ajudikasi, atau Arbitrase. Ketiga, Sengketa
yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.

2. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPSPI ialah
berupa Mediasi, Ajudikasi, dan Arbitrase. Mediasi adalah cara
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan perdamaian dengan dibantu oleh mediator. Ajudikasi adalah
cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ajudikator untuk
menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh pemohon sehingga
dengan penerimaan tersebut maka putusan tersebut mengikat pihak
termohon. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang

perbankan dan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum,
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yang diselenggarakan LAPSPI dengan menggunakan peraturan dan
prosedur LAPSPI.

. Prosedur penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPSPI dapat
dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama, para pihak dapat memilih Mediasi
sebagai awal penyelesaian sengketa, hasil dari Mediasi ini berbentuk
kesepakatan perdamaian, yang apabila para pihak menghendaki
kesepakatan perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial, maka
salah satu pihak dapat mengajukan permohonan Arbitrase kepada LAPSPI
untuk dituangkan kedalam bentuk Akta Perdamaian. Apabila Mediasi
tidak berhasil, para pihak dapat melanjutkannya dengan Ajudikasi. Putusan
Ajudikasi bersifat final dan mengikat apabila pemohon menerima secara
keseluruhan putusan, apabila pemohon menolak putusan Ajudikasi, maka
putusan Ajudikasi tidak mengikat bagi para pihak dan dianggap tidak
pernah ada. Kedua, para pihak dapat memilih Arbitrase sebagai
penyelesaian yang pertama dan terakhir. Putusan Arbitrase haruslah
didaftarkan kepada pengadilan negeri. Pendaftaran ini merupakan faktor
terpenting dalam pelaksanaan putusan Arbitrase, tanpa pendaftaran akan

berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan.
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